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S. Peratura Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangk: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z 16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah ¢ ngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembar: + Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6« 2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajen..n Pegaw Negenn Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

7. Peraturan Menteri | 1lam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten
/Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1910};

8. Qanun



8. Qanun | bupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupat 1 Pidie . ya Nomor 4} sebagaimana telah
diubah ¢ ngan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor S
Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Pidie Jaz Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Sus 1an Perar kat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
{Lembar: |« Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5,
Tambah:... Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS TUGAS  FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PIDIE JAYA.

BAB |
KE_. CNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai
suatu kesatuan asyarakat hukum vyang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undang 1 dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Masar Neg -a Republik Indonesia Tahun 1945

yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan .



10.

. Pemerintahan Kab »jaten Pidie Jaya yang selanjutnya

disebut Pemerintahan Kabupaten adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan
Perwakilan Rakyat abupaten sesuai dengan fungsi dan

kewenangan masin masing.

. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya

disebut Pemerin h Kabupaten adalah  unsur
penyelenggara Pen rintahan Kabupaten yang terdiri
atas Bupati Pid Jaya dan perangkat daerah
Kabupaten.

. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati

adalah Kepala P/ ierintah Kabupaten yang dipilih
melalur suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Dewan Perwakilan akyat Kabupaten yang selanjutnya
disingke DPRK adalah Dewan Perwakilan rakyvat
Kabupa' n Pidie Java.

Satuan -erja Per. gkat Kabupaten yang selanjutnya
disingke.. SKPK adalah perangkat daerah pada

Pemerin h Kabupaten.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRK ¢ lam penvelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewe ingan Daerah.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie

Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
Jaya  :ngan tipe C menyelenggarakan unsur
Pemerintahan Bidang Administrasi kesekretariatan
DPRK.

Sekretar . Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
11. Kepala



11. Kepala . igian adalah Kepala Bagian di lingkungan
Sekretar:-t Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
Jaya,

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupatc.i Pidie Jaya.

13. Kelompok Jabatan ingsional adalah kelompok jabatan

fungsional pada Sekretariat DPRK.

BAB Il
PENETAPAN
Pasal 2
Dengan Pe turan F oati ini ditetapkan kedudukan,
susunan org nisasi, tu s, fungsi dan tata kerja Sekretariat

Dewan Perw <ilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB 1i1
'RGANISAS]
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunar Organisa: Sekretariat DPRK terdiri-dari :

a. Sekretaris DP
b. Bagian Umum dan Keuangan;
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

b.  Sub Bagian Umum.

(3) Bagian



(3) Bagian Persidar in dan Perundang-Undangan
sebagair na dimal ud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢,
terdiri dari :

a. Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan; dan
b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

(4) Bagian Fasilitast Penganggaran dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
terdirid: i:

a. Sul 3agian Fa litasi Penganggaran; dan
b. Sub Bagian Fa litasi Pengawasan.

(S) Bagan Struktur Org 1isasi Sekretariat DPRK merupakan

bagian tak terpisal an sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Sekretar t DPRK adalah perangkat daerah sebagai
unsur p..aksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di
bidang [ ayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretar t DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRK y: g secara teknis operasional berada di bawah
dan ber nggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan
secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekda.

(3) Bagian dipimpin seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
DPRK.

(4) Sub Bagian dipimj 1 seorang Kepala Sub Bagian vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian.

Bagian Kedua



Bagian Kedua

Tt as dan Fungsi

Paragraf 1
S¢ retariat DPRK
Pasal 5
Sekretariat °RK mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRK dan menyediakan serta mengoordinasikan
tenaga ahli yang perlukan oleh DPRK sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6
Untuk melansanakan gas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Sek. ctariat DP  { mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan ad inistrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang legislasi;
¢. penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penganggaran

dan pengawasan;
d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
e. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
f. penyedia~n dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRK.
Paragraf 2
Sekretaris DPRK

Pasal 7
Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan
administras  kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan
menyediaka serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Pasal 8
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. meny sun perencanaan kebutuhan rumah tangga

DPRI
merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat

DPRK;

. merencanakan | mverifikasian keuangan;

memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
mengoordinasil 1 kepada PPTK, Bendahara dan
pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/
GU/TU/LS;

memverifikast perencanaan kebutuhan rumah

tangga,

. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat

DPRK;

merencanakan natausahaan keuangan;

men 1sun pengadministrasian dan pembukuan
keue..gan;

mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara
dala pelaksanaan belanja dan pertanggung
jawa an keuangan;

mele sanakan pengelolaan keuangan Pimpinan,

Anggota dan Sekretariat DPRK;

. menganalisis laporan keuangan;
. menganalisis laporan kinerja; dan

. men 1sun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keu: gan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas terdiri dari;

a.

melel-sanakan surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRK dan pimpinan DPRK;
melaksanakan :arsipan,

menyusun administrasi kepegawaian;

menyusun re ana kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi kepegawaian;

men apkan bahan administrasi kepegawaian;
mern_analisis  kebutuhan dan  merencanakan

pen diaan tenaga ahlj;

g. menyiapkan






























LAMPIRAN : PERATURAN BUI PIDIE JAYA
NOMOR g TAHUN 2023

TANGGAL : 23 FEBRUAR! 2023 M
3 SYA'BAN 1444 H

STRUKRTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DPRK

KELOMPOK JABATAN
"""""""""""""""" FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM DAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN BAGIAN FAS TASI
KEUANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGANGGARAN DAN
'] PENGAWASAN
SUB BAGIAN PROGRAM “ SUB bauiAN navinn e A
KEJUANGAN PENGANGGARAN
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PERSIDANGAN, SUB BAGIAN FASILITASI
RISALAH DAN PUBLIKASI PENGAWASAN

QB TI PIDIE JAY

ry 4
Ay il
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